
 

 

 

GUBERNUR JAMBI 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI 

NOMOR     9     TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 2  

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 

GUBERNUR   JAMBI, 

 

Menimbang  : a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

saat ini  perlu dilakukan perubahan tarif sesuai dengan 

standar biaya umum pendidikan dan pelatihan  untuk PNS 

dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi; 

   b. bahwa perubahan tarif sebagaimana dimaksud huruf a, 

mengacu pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) ayat (2) Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

untuk perubahan tarif retribusi dimaksud perlu menetapkan 

dengan Peraturan Gubernur  tentang Perubahan Tarif 

Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan  

Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 75)  menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1646); 

 

 

 

2.Undang...... 
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 2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonsia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5088 );  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Peraturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4139); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 

tentang  Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Daerah; 

 

10. Keputusan.......... 
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi 

Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2010  

tentang  Retribusi Jasa Usaha Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi 

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012  

tentang  Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Tahun 2012 Nomor 2). 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi perizinan tertentu  (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3); 

16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH 

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

Pasal   1 

(1) Merubah tarif Retribusi yang tertera pada Lampiran Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 2). 

(2) Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran dan  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur  ini. 

 

 

Pasal  2……… 
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Pasal  2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi  Jambi. 

 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 30 Januari 2013 

GUBERNUR   JAMBI, 

ttd 

 

H. HASAN  BASRI  AGUS 

Diundangkan di Jambi 

pada  tanggal  30 Januari  2013 

SEKRETARIS  DAERAH PROVINSI JAMBI 

 

ttd 

 

           H. SYAHRASADDIN 

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR   9 
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI 
       NOMOR     9    TAHUN  2013 

  TANGGAL 31 JANUARI  2013 

 

NO OBJEK 
RETRIBUSI 

SATUAN PEMAKAIAN TARIF/ORANG 

1 PELAYANAN  
PENDIDIKAN 

a) Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II 

b) Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III 

c) Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV 

d) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 
Golongan III 

 
e) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

Golongan II. 
 
f) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

Golongan I. 
 
 

Rp. 30.261.000 

Rp. 22.125.000 

Rp. 20.230.000 

Rp.   5.545.000 
 

Rp.   4.470.000 

 

Rp.   4.470.000 

 
 
 
 

GUBERNUR JAMBI 
 

 
ttd 

 
H. HASAN BASRI AGUS 


